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The establishment of village-owned enterprises (BUMKam) was initiated as a driving force for the 

village economy and a desire for the welfare of the community. This is because the community's need for 

a high economy. This study aims to determine and analyze the role of BUMKam in increasing village 

original income (PAK). The author took 8 BUMKam in Tualang District. The data in this study were 

taken from secondary data and primary data obtained from the annual BUMKam financial reports and 

conducted in-depth interviews with 24 informants, namely village chiefs and BUMKam managers. This 

study uses a quantitative descriptive analysis method by analyzing maps and describing data. Based on 

the results of the study, it was illustrated that in increasing the village's original income it was 

influential but not significant and there were still obstacles that occurred. For this reason, the authors 

suggest that BUMKam be able to further increase revenue in the following year by continuing to develop 

its business units and it is hoped that it can increase community empowerment in the future. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur 

pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya bisa menyentuh 

secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang 

bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat (Budiono, 2015). 

Pengembangan   basis   ekonomi   di   pedesaan   sudah semenjak 

lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, 

namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan 

sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu faktor  yang 

paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, 

akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi 

masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin    

ekonomi    di    pedesaan (Tomisa & Syafitri, 2020). 

Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, 

yaitu pembangunan di kawasan pedesaan. Desa merupakan agen 

pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran 

riil yang hendak disejahterakan dengan membentuk suatu badan 

usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai 

dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha 

Milik Desa, menyebutkan bahwa: “Untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, 

didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa”(Ramadana et al., 2013).  

Berdasarkan realitas di atas, lahirnya Badan Usaha Milik 

Desa atau di singkat BUMDes merupakan pengenjawatan dari 

UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa 

BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan 

kegotong-royongan untuk mendayagunakan segala potensi 

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan pendapatan asli desa (PADes). Nihayah et al (2021) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tujuan pemerintah 

membentuk BUMDes sebagai bentuk upaya pemerintah untuk 

mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi 

desa yang kemudian masuk ke pendapatan desa sehingga 

eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan 

umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga 

yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan 

sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha 

masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan 

pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan 

pendapatan desa. Jika pengelolaan badan usaha milik desa 

optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu 

mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan 

desa. Badan usaha milik desa sebagai salah satu mitra 

pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana 

pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam 

mengembangkan usaha desa (Dewi, 2014). 

Menurut Nursetiawan (2018) menyebutkan bahwa salah 

satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya 

dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-

sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga 

yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PADes). 

https://journal.pencerah.org/index.php/jspi
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210811231058424
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Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu 

meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi 

pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera 

dan mandiri sehingga ketika BUMDes berjalan dengan baik dan 

dikelola dengan baik oleh pengelola yang jujur serta benar dalam 

pelaksanaannya maka akan menimbulkan kemandirian desa 

(Saman, 2016). 

Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dari 8 kampung 

yang biasa disebut desa, sekarang namanya sudah berubah 

nomenklaturnya bahwasannya penyebutan nama desa berubah 

menjadi nama kampung. Di Kabupaten Siak, untuk kepala desa 

sudah berubah penyebutannya dari kepala desa menjadi 

penghulu, kemudian kampung tualang serta sudah berubah 

penyebutannya dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai 

BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) yang didasarkan pada 

UU Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak No.1 tahun 2015 tentang 

Perubahan Nama Desa menjadi Kampung serta turunannya. 

Masalah utama yang terjadi pada Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKam) di Kecamatan Tualang yaitu usaha 

simpan pinjam adanya kredit macet dari nasabah yang 

menunggak serta BUMKam Bintang Timur terdapat masalah   

internal terkait sumber daya manusia dalam aspek tenaga kerja 

BUMKam dari tahun 2020 sehingga BUMKam Kampung Pinang 

Sebatang Timur dan usaha yang dijalankan cenderung mati dan 

tidak beroperasi. 

Menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKam) dengan usaha-usaha yang dijalankan tersebut 

dinilai sangat erat karena berhubungan langsung membantu 

masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha 

dengan mudah, murah, ringan, dan cepat. Hal ini sesuai dengan 

salah satu indikator Pembangunan masyarakat desa, yaitu 

pemihakan dan pemberdayaan desa dalam rangka proses 

Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, 

mandiri, dan sejahtera. Kehadiran dan pelaksanaan program 

BUMKam di Kecamatan Tualang diharapkan memberikan 

manfaat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat yang 

ingin mengembangkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli kampung di Kecamatan Tualang 

Sumber: Laporan BUMKam di Kecamatan Tualang, Tahun 2022. 

 

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli 

kampung Kecamatan Tualang, Pendapatan Asli Kampung 

mengalami grafik berfluaktuasi diakibat peningkatan 

pendapatan yang tidak terlalu besar hanya 10% pertahun dari 

BUMKam. Hal ini bisa dilihat bahwa peran Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKam) dalam peningkatan dan pembangunan 

desa agar menjadikan sebuah desa yang mandiri akan 

pengelolaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui bagaimana peranan suatu Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKam) untuk pembangunan desa melalui 

indikator Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), 

Indeks Desa Membangun (IDM), Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kampung (APBKam) serta dilihat dari peninjauan lokasi 

atau jarak BUMKam dengan mengambil studi kasus di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menganalisis peran 

BUMKam terhadap peningkatan pendapatan Asli Kampung 

sebagai perwujudan pembangunan desa yang dijalankan oleh 

suatu BUMKam untuk masyarakat desa. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK). 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Analisis Deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif  

dari data-data yang dikumpulkan secara langsung dan 

menganalisis melalui proses reduction dan verification. Populasi 

kampung dan pengelola BUMKam diambil menggunakan teknik 

non-probability sampling dengan jenis sampling yang digunakan 

yaitu sampel jenuh atau sensus. Untuk memperoleh data yang 

diinginkan dan mencerminkan variabel penelitian, maka dalam 

penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data berupa 

observasi,wawancara, dan dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang telah 

beroperasi selama kurang lebih 12 tahun. Badan usaha milik 

kampung merupakan pilar kegiatan ekonomi di kampung yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersil 
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(commercial institution). Badan usaha milik kampung sebagai 

lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat 

melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial yang 

memiliki tujuan pendirian BUMKam antara lain dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Desa. Badan usaha milik kampung 

hadir dalam mewadahi masyarakat desa dan memberdayakan 

masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran 

BUMKam di Kecamatan Tualang meningkatkan kalitas sumber 

daya manusia di kampung dan juga terus menerus harus 

ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan 

terutama dalam hal usaha sehingga di masyarakat desa dapat 

tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan 

berkualitas.  

Peran BUMKam bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah 

pendapatan asli kampung, namun yang terpenting disini 

bagaimana peran badan usaha milik kampung di Kecamatan 

Tualang dapat membuka lapangan pekerjaan sebenar-benarnya 

dan memberikan dampak baik bagi pemerintah kampung 

sebagai sumber PAK. Pendapatan asli kampung memiliki 

sumber dana berasal dari beberapa aset yang dimiliki kampung 

setempat dan salah satunya Badan Usaha Milik Kampung. 

Seperti yang diungkapkan oleh Penghulu Kampung Maredan 

Barat, pendapatan asli kampung ini berasal dari kebun desa, 

pasar desa, dan BUMKam.  

Hal ini juga diungkapkan oleh Penghulu Kampung Tualang 

dan Penghulu Kampung Tualang Timur, di mana BUMKam dan 

pasar desa menjadi sumber pendapatan asli kampung. 

Pemerintah kampung bekerja sama dengan pengelola BUMKam 

untuk mengelola sumber pendapatan tersebut dengan baik guna 

meningkatkan pendapatan asli kampung, meskipun ada 

beberapa kendala. 

Hal lain dikemukakan oleh Penghulu Kampung Maredan, 

Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Penghulu Kampung 

Tualang Timur, dan Penghulu Kampung Perawang Barat, pada 

sumber pendapatan asli kampung hanya dari BUMKam 

sehingga pengelolaan BUMKam secara nyata dan baik sangat 

diperlukan untuk menambah pendapatan asli kampung. Namun, 

di Kampung Pinang Sebatang Timur, BUMKam saat ini tidak 

aktif, sehingga tidak ada sumber pendapatan asli kampung dari 

BUMKam.  

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

BUMKam merupakan sumber pendapatan asli kampung yang 

penting, sejajar dengan keberadaan sumber pendapatan asli 

kampung lainnya, seperti kebun desa dan pasar desa. Terutama 

di beberapa kampung, keberadaan BUMKam sangat penting 

untuk mendukung peningkatan pendapatan asli kampung 

melalui unit usaha dijalankan, sehingga dapat menjaga 

kelangsungan ekonomi kampung serta mendapatkan 

keuntungan dari modal yang sudah diberikan. 

Sebagian besar modalnya BUMKam melalui penyertaan 

langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan dan bantuan 

keuangan oleh pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli 

kampung (PAK). 

 

Tabel  1. Modal Awal Badan Usaha Milik Kampung di 

Kecamatan Tualang 

No Kampung BUMKam Modal Awal 

1 Peirawang  

Barat 

BUiMKam  

Majui Beirsama 
500.000.000 

2 
Tuialang 

BUiMKam  

Tuialang Jaya 
500.000.000 

3 Tuialang  

Timuir 

BUiMKam  

Bakal Seijahteira 
500.000.000 

4 Pinang  

Seibatang  

BUiMKam  

Pinang Beirtuiah 
500.000.000 

5 Pinang  

Seibatang Barat 

BUiMKam  

Tuiah Neigeiri 
500.000.000 

6 Pinang  

Seibatang Timuir 

BUiMKam  

Bintang Timuir 
500.000.000 

7 Mareidan  BUiMkam  

Sinar Barat 
500.000.000 

8 Mareidan Barat BUiMKam  

Mareidan Seijati 
500.000.000 

Suimbeir: Badan Uisaha Milik Kampu ing di Keicamatan Tu ialang, 2023. 

 

Beirdasarkan tabeil 1 di atas dapat dilihat bahwa juimlah 

modal awal yang dise idiakan u intu ik meindirikan BUiMKam di 

masing-masing kampu ing. Modal awal teirseibuit meinuinjuikkan 

ju imlah dana ataui aseit yang diinveistasikan dalam peimbeintu ikan 

BU iMKam. Modal awal beirdiri badan uisaha milik kampu ing di 

Keicamatan Tuialang seibeisar Rp.500.000.000 be irsu imbeir dari 

dana peimeirintah provinsi dan pe imeirintah kabuipatein pada 

tahuin 2019.  

Tahuin 2019, peingalihan bantu ian dana deingan peinyalu iran 

peinyeirtaan modal yang dinamakan Bantu ian Keiuiangan Khu isuis 

(BKK) yang seitiap tahu innya BUiMKam meingajuikan meilaluii 

peimeirintah kampu ing seisuiai deingan yang dibuituihkan uintu ik 

peimbu iatan, peingeimbangan seirta peirbaikan u init-uinit u isaha 

BU iMKam yang dilaku ikan u intuik meiningkatkan peindapatan asli 

kampu ing meiwuijuidkan peimbanguinan deisa dan keiseijahteiraan 

masyarakat. 

Direiktu ir BUiMKam di Keicmatan Tuialang teilah meinyatakan 

hal ini deingan jeilas, peimeirintah kampu ing teilah meimbeirikan 

modal awal seibeisar Rp. 500.000.000 uintu ik peimbuiatan dan 

peingeimbangan u init u isaha simpan pinjam pada tahu in 2010. 

Dana ini beirasal dari dana Provinsi Riaui. Mu ilai tahu in 2019, 

peinyaluiran modal uintuik BUiMKam dilakuikan meilaluii modal 

dana BKK (Badan Ke iuiangan Khu isuis) u intu ik peingeimbangan 

uisaha-uisaha lain yang seisuiai deingan poteinsi kampu ing atau i 

peirdagangan. 

Deingan deimikian, BUiMKam di Keicamatan Tuialang 

beirjalan deingan baik, deingan seiktor peirdagangan seibagai 

seiktor u itama meiskipu in beibeirapa kampu ing leibih maju i di seiktor 

peirtanian. Modal dan peinyeirtaan yang dibeirikan oleih 

peimeirintah provinsi dan pe imeirintah deisa beirpeiran peinting 

dalam peingeimbangan BU iMKam dan uisaha-uisaha yang 

dilaku ikannya. simpuilkan bahwa deingan adanya badan uisaha 

milik kampu ing teirdapat peiruibahan pada eikonomi peideisaan 

kareina adanya uinit uisaha yang dijalankan ole ih badan uisaha 

milik kampu ing dan ju iga teirdapat modal peirkreiditan mikro 

yang dapat meimbantui masyarakat yang me imbuituihkan modal 

uisaha ataui peingeimbangan u isahanya seihingga di deisa teirjadi 

peirpuitaran eikonomi seirta juiga adanya peinyalu iran modal uintu ik 

meimbantu i peingeimbangan BU iMKam itui muilai dari diku icuirkan 

modal awal, seilanju itnya seitiap tahuin peingajuian bantu ian dana 

BKK pada peimeirintah kampuing oleih peimeirintah provinsi dan 

kabu ipatein disaluirkan keipada BUiMKam dalam be intu ik 

peinyeirtaan modal yang masing- masing kampu ing di Keicamatan 

Tuialang beirbeida seihingga peirpu itaran keiu intu ingan yang didapat 

ju iga ada yang uintu ing dan ada yang tidak.  BuiMKammemiliki 
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peran penting dalam memberikan manfaat, tidak hanya dalam 

membantu pemerintah kampung meningkatkan Pendapatan 

Asli Kampung (PAK), tetapi juga dalam memberikan bantuan 

modal usaha kepada masyarakat dan menciptakan peluang 

kerja di BUMKam yang dijaring dan diserap melalui masyarakat 

setempat di Kecamatan Tualang.  

 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Kampung di 
Kecamatan Tualang 

No Kampung BUMKam 
Tenaga 

Kerja 

1 Perawang Barat BUMKam Maju 

Bersama 

10 Orang 

2 Tualang BUMKam 

Tualang Jaya 

9 Orang 

3 Tualang Timur BUMKam Bakal 

Sejahtera 

6 Orang 

4 Pinang Sebatang  BUMKam 

Pinang Bertuah 

6 Orang 

5 Pinang Sebatang 

Barat 

BUMKam Tuah 

Negeri 

10 Orang 

6 Pinang Sebatang 

Timur 

BUMKam 

Bintang Timur 

- 

 Maredan  BUMkam 

Maredan Sejati 

7 Orang 

8 Maredan Barat Bumkam Sinar 

Barat 

4 Orang 

Sumber: Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2022 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 10 

orang tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan BUMKam Maju 

Bersama, terdapat 9 orang tenaga kerja yang bekerja di 

BUMKam Tualang Jaya, terdapat 6 orang tenaga kerja yang 

terlibat dalam BUMKam Bakal Sejahtera, terdapat 6 orang 

tenaga kerja yang bekerja di BUMKam Pinang Bertuah, terdapat 

10 orang tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan BUMKam 

Tuah Negeri, tidak ada tenaga kerja yang terlibat dalam 

BUMKam Bintang Timur, BUMkam Maredan Sejati terdapat 7 

orang tenaga kerja yang bekerja, dan BUMKam Sinar Barat 

terdapat 4 orang tenaga kerja. 

Berdasarkan hal tersebut, diperkuat oleh pernyataan 

direktur BUMKam Tuah Negeri di Kecamatan Tualang bahwa 

untuk penyerapan tenaga kerja dilakukan penjaringan melalui 

pemilihan oleh tokoh masyarakat bersifat acak tergantung 

pendekatan pada masyarakat.  

Direktur BUMKam Sinar Barat dan BUMKam Maredan 

Sejati mengungkapkan bahwa dalam penerimaan tenaga kerja di 

BUMKam melalui tes tertulis dan komputer serta dinilai sesuai 

dengan nilai tertinggi. 

Direktur BUMKam Bakal Sejahtera menyatakan bahwa 

tenaga kerja yang diserap tidak melalui penjaringan karena tidak 

ada yang bersedia bekerja di BUMKam karena waktu itu belum 

ada gaji. 

Penyerapan tenaga kerja tergantung pada jenis unit usaha 

yang ada. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan 

kebutuhan dan bidang usaha masing-masing unit. Namun, 

penyerapan tenaga kerja tidak terlalu banyak yang penting 

memiliki kinerja yang bagus, tenaga kerja yang bisa diserap 

hanya sekitar 5-10 orang. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa 

BUMKam memang menyerap tenaga kerja dari masyarakat, 

tetapi hal ini juga bergantung pada pertimbangan BUMKam 

karena mereka memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan unit usaha yang dijalankan. Jika BUMKam merekrut 

tenaga kerja sebanyak mungkin tanpa memperhatikan 

pembagian kerja, hal ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana 

BUMKam mengelola sumber daya manusia.  

Keuntungan usaha Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKam) memberikan bagi hasil menurut peraturan desa 

yang sudah disepakati antara desa dan pengelola BuiMKam, 

secara gambarannya alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

pada BUMKam di Kecamatan Tualang untuk APBKam sebagai 

PAK kerja, kemudian untuk sebagai memotivasi nasabah dan 

anggota, ada bonus anggota, kemudian ada bonus pelaku, yaitu 

adanya insentif yang diterima oleh pengelola bumkam dari 

komisaris, badan pengawas, tokoh perempuan, direktur, staff, 

sekretaris, bendahara kemudia untuk kegiatan Pendidikan dan 

pelatihan, pembiayaan MKPT, kemudian untuk cadangan 

modal. Berikut persentase pembagian hasil dari BUMKam pada 

PAK sebagai kontribusi BUMKam setiap tahunnya. 

 

Tabel 3. Persentase Kontribusi BUMKam di Kecamatan Tualang 

 

Sumber: Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Tualang, 2023. 

 
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa persentase 

kontribusi pada BUMKam di Kecamatan Tualang rata-rata sama 

setiap tahunnya sebesar Rp. 10% dari hasil usaha yang 

dijalankan dengan juknis masing-masing BUMKam sehingga 

pada tahun 2022 meningkat menjadi 20%, maka dari itu 

semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Kampung yang 

diberikan BUMKam. 

Selama periode 2017-2020, Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKam) membagikan 10% dari hasil usaha kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), hal ini 

berdasarkan pernyataan 7 Bendahara BUMKam di Kecamatan 

Tualang. Rinciannya adalah 10% untuk tahun 2017, 10% untuk 

tahun 2018, 10% untuk tahun 2019, dan 10% untuk tahun 2020. 

Pada tahun 2021, persentase pembagian hasil BUMKam 10%, 

akan tetapi BUMKam Maredan Sejati persentase bagi hasilnya 

tahun 2021 sebesar 15% karena hasil usaha BUMKam juga 

mengalami peningkatan dalam perkembangan usahanya.  

No BUMKam 
Persen (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
BUMKam Maju 

Bersama 
10% 10% 10% 10% 10% 

2 
BUMKam 

Tualang Jaya 
10% 10% 10% 10% 10% 

3 
BUMKam Bakal 

Sejahtera 
10% 10% - - - 

4 
BUMKam 

Pinang Bertuah 
10% 10% 10% 10% 10% 

5 
BUMKam Tuah 

Negeri 
10% 10% 10% 10% 10% 

6 
BUMKam 

Bintang Timur 
10% 10% 10% 10% 10% 

7 
BUMkam Sinar 

Barat 
10% 10% 10% 10% 10% 

8 
BUMKam 

Maredan Sejati 
10% 10% 10% 10% 15% 
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Gambar 2. Grafik Kontribusi Badan Usaha Milik Kampung di 

Kecamatan Tualang 

Suimbeir: Laporan Badan U isaha Milik Kampu ing di Keicamatan Tu ialang, 

2023. 

 
Berdasarkan tabel 3 dan gambar 2 di atas dapat dilihat 

bahwa bagi hasil BUMKam di Kecamatan Tualang cenderung 

mengalami peningkatan. Pada BUMKam Maju Bersama, rata-

rata mengalami peningkatan dari tahun 2017 kurang lebih 

Rp.2.000.000, BUMKam Tualang Jaya, BUMKam Bakal 

Sejahtera, BUMKam Sinar Barat dan BUMKam Pinang Bertuah 

tidak terlalu mengalami banyak peningkatan yang signifikan, 

BUMKam Mardan Sejati mengelami peningkatan kurang lebih 

sebesar Rp.3.000.000, kemudian BUMKam Tuah Negeri 

mengalami peningkatan kurang lebih Rp.1.000.000, kemudian 

untuk sebagai memotivasi nasabah dan anggota, ada bonus 

anggota, kemudian ada bonus pelaku yaitu adanya insentif yang 

diterima oleh pengelola bumkam dari komisaris, badan 

pengawas, tokoh perempuan, direktur, staff, sekretaris, 

bendahara. Kemudian untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

pembiayaan MKPT, dan juga untuk cadangan modal. Berikut 

persentase pembagian hasil dari BUMKam pada PAK sebagai 

kontribusi BUMKam setiap tahunnya. 

 

Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) di 
Kecamatan Tualang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis yang diperoleh melalui wawancara dengan penghulu 

kampung, direktur, sekretaris, dan bendahara BUMKam, untuk 

melihat peran BUMKam dalam pengelolaanya sebagai upaya 

peningkatan pendapatan asli kampung sesuai dengan kampung 

setempat di Kecamatan Tualang.    

Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses, namun 

ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang 

belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam 

manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak 

bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar (Prawitno et al., 

2019). 

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk sumber-

sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan 

perekonomian masyarakat desa (Caya & Rahayu, 2019). Dalam 

pendapatan asli kampung terdapat sumber-sumber pendapatan 

yang menunjang peningkatan pendapatan asli kampung. Pada 

kampung di kecamatan terdapat beberapa sumber pendapatan 

asli kampung yaitu kampung Perawang Barat, kampung Pinang 

Sebatang, kampung Pinang Sebatang Barat, kampung Maredan, 

kampung Pinang Sebatang Timur bersumber dari BUMKam, 

sedangkan kampung Tualang dan kampung Tualang Timur 

bersumber dari pasar desa dan BUMKam dan kampung 

Maredan Barat bersumber pasar desa, BUMKam dan kebun 

desa. Sehingga sebagian kampung mengharapkan penambahan 

pendapatan dari badan usaha milik kampung yang dimiliki. 

Arifin et al (2020)  mengatakan bahwa pendanaan diperlukan 

sebagai modal untuk membangun, mengelola, dan bahkan 

merevitalisasi BUMDes. keberadaan dana desa menjadi salah 

satu sumber pendanaan atau permodalan bagi pemerintah desa 

untuk mengelola BUMDes. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

Badan Usaha Milik kampung di Kecamatan Tualang, setiap 

BUMKam dihadapkan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan 

dalam proses kegiatan, antara lain untuk modal menjalankan 

unit usaha berguna untuk menghasilkan keuntungan usaha.  

BUMKam di Kecamatan Tualang mendapatkan bantuan 

modal sebagai biaya produksi awal, mulai tahun 2007 dari 

pemerintah provinsi untuk menjalankan yang sebelumnya 

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UiEiD-SP) sebesar 

Rp.500.000.000, selanjutnya pemeirintah provinsi dari tahun 

2019-2022 mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan 

Keuangan Khusus (BKK) yang setiap tahunnya BUMKam pada 

masing-masing di Kecamatan Tualang mengajukan bantuan 

keuangan sesuai yang dibutuhkan.  

Modal awal digunakan oleh Badan Usaha Milik Kampung di 

Kecamatan Tualang berguna untuk menjalankan unit usaha 

simpan pinjam yang masih berkembang sampai sekarang guna 

membantu masyarakat membuat dan mengembangkan usaha 

yang mereka jalankan. Dalam meingajukan peminjaman 

dibutuhkan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat berupa 

fotocopy kartu keluarga, KTP, adanya agunan (jaminan) serta 

harus memiliki usaha dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp. 

1.000.000-Rp. 15.000.000, Adapun beberapa BUMKam 

menekankan masyarakat peminjam, BUMKam Maju Bersama 

untuk mengurus surat keterangan memiliki usaha dari penghulu 

kampung dan BUMKam Tualang Jaya mengharuskan peminjam 

mengisi proposal khusuis usaha. Sejalan dengan penelitian   

Irianty (2021) bahwasanya Kriteria pemberian bantuan modal 

ini hanya berlaku untuk masyarakat asli dari desa yang benar-

benar membutuhkan serta masyarakat yang ingin membuka 

usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Sebelum 

bantuan modal dicairkan, masyarakat diwajibkan membuat 

surat pengajuan bantuan modal secara tertulis beserta jumlah 

bantuan yang diinginkan yang akan disetujui oleh pengurus 

BUMDes. Pada BUMKam Maju Bersama jumlah peminjam 

sebanyak 1.113 orang dengan total peminjaman Rp. 9.057.109.536, 

BUMKam Tualang Jaya jumlah peminjam sebanyak 631 orang 

dengan total peminjaman Rp. 6.194.137.000, BUMKam Bakal 

Sejahtera jumlah peminjam hanya sekitar 25 orang dengan total 

peminjaman, BUMKam Pinang Bertuah jumlah peminjam 

sebanyak 95 orang dengan total peminjaman Rp. 836.000.000, 

kemudian BUMKam Tuah Negeri total peminjam sebanyak 

1.206 orang dengan total peminjaman Rp. 12.220.515.000, 

BUMKam Bintang Timur pada saat sebelum vakum memberikan 

manfaat kepada masyarakat dan menggantungkan diri pada 

BUMKam tersebut, BUMKam Maredan Sejati jumlah peminjam 

sebanyak 546 orang dengan total peminjaman Rp. 8.523.850.000 

serta BUMKam Sinar Barat jumlah peminjam sebanyak 864 

orang dan total peminjaman Rp. 4.974.898.000 sehingga 

pendapatan dan modal pada usaha perdagangan di BUMKam 

mengalami perkembangan signifikan meningkat serta 

pendapatan asli kampung turut meningkat.   
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Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaan Badan 

usaha Milik Kampung (BUMKam) melipuiti mengelola unit 

usaha, mengelola keuangan, mengelola adminstrasi serta 

mengawasi keberjalanannya membutuhkan tenaga kerja 

pingelola yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing 

sehingga perkembangan BUMKam lebih optimal, dibuktikan 

dengan setiap penyaringan tenaga kerja BUMKam di Kecamatan 

Tualang diawasi oleh pengelola BUMKam agar tenaga kerja 

yang dibutuhkan sesuai dengan berjalannya serta BUMKam 

sedikit membantu mengurangi tingkat pengangguran pada 

masing-masing di Kecamatan Tualang dengan memberikan 

peluang kerja kepada warga yang telah menyelesaikan sekolah 

belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun jumlahnya terbatas, 

kontribuisi BUMKam ini berarti dalam membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sesuai dengan pendapat Ibrahim et al 

(2019)  yang menyatakan bahwa BUMDes mampu menciptakan 

peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Namun, perlu menyadari bahwa kontribusi yang diberikan 

oleh BUMKam dalam menciptakan lapangan kerja belum terlalu 

signifikan. BUMKam hanya memiliki 6-10 pekerja yang dapat 

bekerja di seitiap BUMKam di Kecamatan Tualang. Hal ini 

disebabkan oleh skala kecilnya badan usaha BUMKam dan 

persyaratan kualifikasi tenaga kerja yang spesifik. BUMKam 

membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus dalam bidang 

teknis dan teknologi informasi. Selain itu, mayoritas usaha yang 

dijalankan oleh BUMKam bergerak di sektor perdagangan dan 

jasa, bukan di sektor produksi akan tetapi pada BUMKam di 

Kecamatan Tualang dalam penyerapan tenaga kerja sudah 

melalui proses cukup baik dengan melakukan tes tertulis dan 

tes komputer akan tetapi berbeda dengan BUMKam Tuah 

Negeri dalam pemilihan tenaga kerja BUMKam melalui 

pemilihan oleh tokoh masyarakat bukan melalui direktur 

BUMKam sehingga tenaga kerja yang didapat kurang sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

(Gayo et al 2020) mengungkapkan bahwa kontribusi yang 

diberikan BUMDes dalam hal membuka lapangan pekerjaan 

belum terlalu besar, dari hampir 2 tahun berjalannya BUMDes 

hanya sebanyak 12 orang saja yang dapat bekerja di BUMDeis 

mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga 

masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.  

Akan tetapi terdapat permasalahan tenaga kerja pada 

BUMKam Bintang Timir yaitu adanya penyalahgunaan dana 

oleh pengelola BUMKam yang merupakan tindakan yang 

melanggar prinsip-prinsip keuangan dan etika yang seharusnya 

dijalankan. Tindakan tersebut dapat dianggap melanggar 

hukum, melanggar prinsip akuntabilitas, atau melanggar tugas 

fidusia yang melekat pada pengelolaan dana puiblik ataui 

dana yang dipercayakan, sesuai dengan pernyataan Penghulu 

Kampung Pinang Sebatang Timur bahwa Badan Usaha Milik 

Kampung akibat tanggungjawab dalam pengelolaan BUMKam 

dan tidak amanah dalam memegang keuangan dengan kerugian 

mencapai Rp.356.957.400 menyebabkan kegiatan BUMKam 

terhenti serta masyarakat yang menggantungkan diri kepada 

BUMKam jadi terganggu. 

Persentase Kontribusi Badan Uisaha Milik Kampung 

(BUMKam) di Kecamatan Tualang bukan di pengaruhi oleh 

seberapa besar nominal hasil usaha yang didapatkan untuk 

dibagi hasil pada PAK melainkan persentase kontribusi sudah 

ditentukan dalam bentuk persen sebesar 10% melalui wewenang 

pemerintah daerah dan musyawarah kampung. Dapat 

dibuktikan bahwa omzet hasil usaha yang sudah besar tetapi 

kontribuisi PAK tetap sama sehingga pendapatan asli kampung 

meningkat namun sedikit. 

Seluruh Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan 

Tualang telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung 

melalui kontribusi bagi hasil namun belum signifikan, 

kontribusi BUMKam yang dihasilkan tersebut berasal unit-unit 

usaha yang dijalankan seperti jenis usaha UEK-SP, perdagangan, 

jasa, peternakan, pasar dan sebagainya, diantara unit-unit usaha 

tersebut yang sangat berperan sangat penting oleh beberapa 

kampung dalam meningkatkan PAK adalah unit usaha simpan 

pinjam dan unit usaha dagang. Hal ini dikarenakan unit simpan 

pinjam memiliki dana yang lebih besar dan unit usaha dagang 

yang banyak diminati masyarakat serta kedua unit tersebut 

memiliki timbal balik yang bagus. Berbeda dengan unit usaha 

UEK-SP di BUMKam Tualang Timur mengalami penunggakan 

oleh masyarakat mencapai Rp. 400.000.000 sehingga proses 

berjalan BUMKam tidak maksimal cara memfasilitasi 

pembangunan usaha dan membantu sesuai kebutuhan 

masyarakat. Menurut undang-undang nomor 32 Tahuin 2004 

tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BUMDes 

didirikan antara lain dalam peningkatan Asli Desa (PADes). 

Dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMKam mampu 

memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli 

kampung dan meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Penelitian ini senada dengan penelitian Mardiyanti et al (2018) 

menyatakan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan 

Peindapatan Asli Desa (PADes) sudah dirasa cukup maksimal 

ini dibuktikan dari Persentase Kontribusi dari Bagi Hasil 

BUMDes Bangun Bersama dengan Pendapatan PADes nya yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan adanya unit-

unit usaha yang ada salah satunya simpan pinjam. 

Pendapatan Asli Kampung sangat penting bagi 

perekonomian kampung salah satunya dalam hal pembangunan 

desa. Sesuai dengan penelitian Setyaningsih (2014) menyatakan 

desa-desa harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan 

desa agar dapat meningkat sehingga mampu membiayai 

pemeirintahan, pembangunan dan kemasyarakat. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah di 

jabarkan mendapatkan kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKam) yang ada di Kecamatan Tualang yaitu 

BUMKam Maju Bersama, BUMKam Tuah Negeri, BUMKam 

Pinang Bertuah, BUMKam Tualang Jaya, BUMKam Maredan 

Sejati, BUMKam Bakal Sejahtera, BUMKam Sinar Barat dan 

BUMKam Bintang Timur mengalami peningkatan usaha dan 

modal yang signifikan pada simpan pinjam yang sudah berjalan 

15 tahun dan sudah banyak memberikan manfaat kepada 

masyarakat akan tetapi BUMKam Bakal Sejahtera mengalami 

penurunan kualitas dari usaha simpan pinjam dan Penyerapan 

tenaga kerja pada BUMKam di Kecamatan sudah cukup 

menyerap tenaga kerja kecuali BUMKam Sinar Barat yang 

menghadapi kendala kekurangan SDM berkualitas melalui tes 

tertulis tetapi BUMkam Tuah Negeri masih menggunakan 

sistem kaku yaitu melalui pemilihan tenaga kerja oleh tokoh 

masyarakat. BUMKam di Kecamatan Tualang pendapatan asli 

kampung sudah dikatakan meningkat, meski dari tahun ke 

tahun terkadang ada peningkatan dan penurunan pendapatan. 

Maka peranan BUMKam juga sangat berpengaruh positif 
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terhadap peningkatan perekonomian masyarakat salahsatunya 

kontribusi Usaha Ekonomi Kampung (UEK-SP), usaha 

perdagangan dan usaha jasa. Dengan adanya peningkatan usaha 

tersebut selain dapat menopang perekonomian masyarakat desa 

dan keuangan desa yang akan tetapi mampu meningkatkan 

Pendapatan Asli Kampung (PAK). Oleh karena itu Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMKam) di Kecamatan Tualanh sangat 

berperan namun tidak signifikan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Kampung di Kecamatan Tualang dikarenakan 

Sebagian besar usaha yang dijalankan oleh BUMKam 

mendapatkan keuntungan besar hanya pada usaha simpan 

pinjam serta bagi hasil pendapatan usaha diberikan besarannya 

sudah ditentukan melalui peraturan desa sebesar 10% serta 

dalam daya serap tenaga kerja berkualitas yang sesuai masih ada 

belum tepat sasaran.  
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